6.1

BAB VI
KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

6.2

Proses Perencanaan APBDesa Kedungkendo secara azas transparansi,
akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah
baik, dimana Pemerintahan Desa di Desa Kedungkendo melaksanakan
konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan
dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif dan transparansi, untuk
pembelajaran Sumber Daya Masyarakat desa dalam rangka mewujudkan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum
Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Proses Pelaksanaan APBDesa di Desa Kedungkendo telah menerapkan
prinsip-prinsip partisipatif, responsif dan transparan, namun penerapan
prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban
fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa dapat dikatakan baik
secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban
administrasi keuangan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola
merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan
dari aparat Pemerintah Daerah untuk penyesuaian perubahan aturan setiap
tahun.

Saran

Hendaknya pemerintah desa lebih meningkatkan kualitas SDM
masyarakat agar pada saat pemilihan perangkat desa selanjutnya bisa
menerapkan ketentuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hendaknya Pemerintah Kecematan dan Pemerintah Kabupaten lebih
meningkatkan pengarahan dan pelatihan tentang proses pengelolaan
APBDesa.
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